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TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana
1. Defenisi Tindak Pidana

Tindak pidana/perbuatan pidana yaitu perbuatan seseorang atau
sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar
hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Tindak pidana adalah kelakukan
yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan
kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.*

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban.
Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang
yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal,
apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak
apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai
kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai
kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela,
dia tidak dipidana. Asas yang tertulis atau sering disebut sebagai Asas Legalitas:
“Tidak dapat dipidana jika tidak ada aturan hukum yang mengaturnya”,
merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.*

Beberapa pengertian tindak pidana oleh beberapa para sarjana seperti
dibawah ini:

a. Pompe

Perkataan tindak pidana (Strafbaar Feit) itu secara teoritis dapat
dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib
hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh
seorag pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah
perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan

umum?.!

# p AF Lamintang. 2016. Da: 18  ukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra
Aditya Bakti, hal. 180.

%% 1bid., hal 180.

%! Ibid., hal. 181-185.
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b. Simons

Merumuskan tindak pidana (Strafbaar Feit) itu sebagai suatu “tindakan
melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan
tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas
tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu
tindakan yang dapat dihukum”.

b. Hazewinkel-Suringa

Mereka merumuskan tindak pidana (Strafbaar Feit) sebagai “suatu perilaku
manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu
pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus

ditiadakan oleh hukum pidana dengan meggunakan sarana-sarana yang

bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”.**

c. Van Hattum

Merumuskan tindak pidana (Strafbaar Feit) adalah “tindakan, yang karena
telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat
dihukum”.%

d. Van Hamel

Merumuskan tindak pidana (Strafbaar Feit) adalah “suatu serangan atau
suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain”.*®

Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana
dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan,
kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang, kelakuan itu adalah
kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan
itu diancam dengan hukuman.*®

Seseorang yang telah melakukan perbuatan/tindak pidana disebut sebagai
pelaku tindak pidana. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang
bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak
sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang telah menimbulkan
suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan
unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah
keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau
tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat

%2 1bid.
 1bid.
% Ibid.
% |bid.
% 1bid.

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA



15

dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat
dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:*’

a. Orang yang melakukan (dader plagen)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu
tindak pidana.®

b. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang
yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan
pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan
orang lain yang hanya merupakan alat saja.*

c. Orang yang turut melakukan (mede plagen)

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam
tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu
yang melakukan (dader plagen) dan orang yang turut melakukan (mede
plagen).*

d. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan
kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan
sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan.

Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain,
sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian,
penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.**

Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni
pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak
pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat
berupa pidana atau pemidanaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap
sipembuat.

Pemidanaan ini harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan
kesatuan masyarakat. Pemidanaan merupakan salah satu untuk melawan keinginan-
keinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan pemidanaan
terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan pelaku dari dosa, tetapi juga
membuat pelaku benar-benar berjiwa luhur.

Penjatuhan hukuman seperti yang diancamkan terhadap setiap pelanggar
dalam peraturan daerah itu secara mutlak harus dilakukan oleh pengadilan. Dalam
melakukan penahanan, pemeriksaan dan penyitaan pemerintah daerah berikut alat-

alat kekuasaannya terikat kepada ketentuan yang diatur di dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.*

*’R. Soesilo. 2018. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasal. Sukabumi: Politeia, hal. 73-75.

*1bid..

* Ibid.

% 1bid.

“! 1bid.
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Selain itu atas dasar wilayah berlakunya hukum, hukum pidana masih juga
dapat dibedakan antara hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional
(hukum pidana supranasional). Hukum pidana internasional adalah hukum pidana
yang dibuat, diakui dan diberlakukan oleh banyak atau semua negara di dunia
yang didasarkan pada suatu konvensi internasional, berlaku dan menjadi hukum
bangsa-bangsa yang harus diakui dan diberlaku-kan oleh bangsa-bangsa di dunia,
seperti:

a. Hukum pidana internasional yang bersumber pada Persetujuan London
(8-8-1945) yang menjadi dasar bagi Mahkamah Militer Internasional di
Neurenberg untuk mengadili penjahat-penjahat perang Jerman dalam
perang dunia kedua.

b. Konvensi Palang Merah 1949 yang berisi antara lain menge-nai korban
perang yang luka dan sakit di darat dan di laut, tawanan perang,
penduduk sipil dalam peperangan.*

Berdasarkan hal tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku pidana,
maka dibentuk lah hukum pidana yang mengatur tentang tinak pidana tersebut.
Hukum pidana mempunyai dua unsur pokok yang berupa norma dan sanksi,
dengan fungsi sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang di dalam
pergaulan hidup bermasyarakat dan untuk menjamin ketertiban hukum, maka
hubungan hukum yang ada dititikberatkan kepada kepentingan umum.

Secara umum hukum pidana dalam mengatur tindak pidana berfungsi
untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya
ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan
kepentingan kehidupannya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan
antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau
mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan
mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya
tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan
manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.

Adami Chazawi menyebutkan bahwa, sebagai bagian dari hukum publik
hukum pidana berfungsi:

a. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan atau perbuatan-perbuatan
yang menyerang atau memperkosanyat. Kepentingan hukum yang wajib
dilindungi itu ada tiga macam, yaitu:

1) Kepentingan hukum perorangan (individuale belangen), misalnya
kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum

“2 E.Y Kanter dan S.R. Sianturi. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan
Penerapannya. Jakarta: Storia Grafika, hal. 13.

“*Adami Chazawi. 2014. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Rajawali Pers, hal.
14.
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atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan
hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum
terhadap rasa susila, dan lain sebagainya;

2) Kepentingan hukum masyarakat (sociale of maatschappe-lijke
belangen), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan
ketertiban umum, ketertiban berlalu-lintas di jalan raya, dan lain
sebagainya;

3) Kepentingan hukum negara (staatsbelangen), misalnya ke-pentingan
hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan
hukum terhadap negara-negara saha-bat, kepentingan hukum terhadap
martabat kepala negara dan wakilnya, dan sebagainya.**

b. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan
fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi. Dalam
mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi, dilakukan oleh
negara dengan tindakan-tindakan yang sangat tidak menyenangkan,
tindakan yang justru melanggar kepentingan hukum pribadi yang
mendasar bagi pihak yang bersangkutan, misalnya dengan dilakukan
penangkapan, penahanan, pemerik-saan sampai kepada penjatuhan sanksi
pidana kepada pelakunya. Kekuasaan yang sangat besar ini, yaitu
kekuasaan yang berupa hak untuk menjalankan pidana dengan
menjatuhkan pidana yang menyerang kepentingan hukum manusia atau
warganya ini hanya dimiliki oleh negara dan diatur di dalam hukum
pidana itu sendiri terutama di dalam hukum acara pidana, agar negara
dapat men-jalankan fungsi menegakkan dan melindungi kepentingan
hukum yang dilindungi oleh hukum pidana dengan sebaik-baiknya.*

c. Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara
menjalankan fungsi mempertahankan hukum yang dilindungi. Kekuasaan
negara yang sangat besar dalam rangka menegakkan dan melindungi
kepentingan hukum itu dapat membahayakan dan menjadi bumerang
bagi warganya, negara bisa bertindak sewenang-wenang jika tidak diatur
dan dibatasi sedemikian rupa, sehingga pengaturan hak dan kewajiban
negara mutlak diperlukan.*

Berdasarkan hal tersebut hukum pidana sangat penting adanya sebagai
aturan dan pedoman bagi bangsa Indonesia demi terciptanya negara yang maju,
aman, nyaman dan sejahtera dalam bermasyarkat dari tindak pidana yang
dilakukan oleh pelaku pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Karena negara
juga mempunyai kewajiban untuk melindungi setiap warganya demi tercapainya
cita-cita warga yang menginkan keamanan dan kenyaman dalam berwarga negara.

*1bid., hal. 16-17.
*® 1bid., hal. 19-20.
6 1bid., hal. 20-21.
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2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai
pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan
perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun
meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana.
Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah
(fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat hukum yang ditimbulkan
karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).*’ Menurut
Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa
atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum,
maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian
tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan
harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk
adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa
haruslah:

a. Melakukan perbuatan pidana;

b. Mampu bertanggung jawab;

c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
d. Tidak adanya alasan pemaaf.*®

Menurut Ruslan Saleh yang di kutip oleh Adami Chazawi merumuskan
mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut di dalam Undang-Undang juga telah
dirumuskan mengenai unsur-unsur dari tindak pidana tersebut yaitu terdapat
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 11 (sebelas) unsur yang
harus terpenuhi yaitu:

Unsur tingkah laku;

Unsur melawan hukum;

Unsur kesalahan;

Unsur akibat konstitutif;

Unsur keadaan yang menyertai;

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
Unsur objek hukum tindak pidana;

Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;

. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.*®

T o SQ@Q e Q0o

“"bid., hal. 64.
*8 http://www.unsur-unsurpertanggungjawabanpidana.com, diakses Kamis, 18 Juli 2019,
pukul 21:07 WIB.
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Unsur tindak pidana menurut para ahli:>

a. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah:

1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat
atau membiarkan).

2) Diancam dengan pidana (statbaar gesteld)

3) Melawan hukum (onrechtmatig)

4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand)

5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar
person).

b. Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif
dari tindak pidana (strafbaar feit).

c. Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah
tiga sifat. Wederrechtjek (melanggar hukum), aan schuld te wijten (telah
dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan strafbaar
(dapat dihukum).

d. Duet Cristhine-Cansil memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat
melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan Handeling
(perbuatan manusia), Strafbaar gesteld (diancam dengan pidana),
toerekeningsvatbaar (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung
jawab), dan adanya schuld (terjadi karena kesalahan).

e. Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana :

1) Perbuatan (manusia)

2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)

3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari :

1) Kelakuan dan akibat

2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang
dibagi menjadi :Unsur subyektif atau pribadi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika unsur-unsur tersebut diatas ada
maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat
dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana.
Menurut  pandangan  Utrecht dalam Adami  Chazawi, kemampuan
bertanggungjawab itu merupakan unsur diam-diam dari setiap tindak pidana,
seperti juga dengan unsur melawan hukum. Oleh sebab itu, apabila ada keraguan
tentang ada tidaknya kemampuan bertanggungjawab bagi seseorang, hakim wajib
menyelidikinya yang dilakukan oleh pejabat penyidik negara seperti Kepolisian
dan Kejaksaan, dan bila setelah diselidiki tetap ada keragu-raguan, maka hakim
harus membebaskan dari tuntutan jaksa.>

* Adami Chazawi. Op. Cit., hal. 82.

% http://pusathukum.blogspot.com/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html,  diakses
Kamis, 18 Juli 2019, pukul 22:00 WIB.

5! Adami Chazawi. Op. Cit., hal 152.
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B. Tinjauan Tentang Narkoba
1. Defenisi Narkoba

Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti
perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia
baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain
sebagainya. Narkoba dibagi dalam 3 jenis:*?

a. Narkotika
b. Psikotropika
c. Zat adiktif lainnya

NAPZA adalah singkatan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan zat
Adiktif lainnya, Napza ini kadang kala disebut juga dengan istilah “Narkoba”
singkatan dari Narkotika dan Obat berbahaya. Napza maupun Narkoba dua istilah
yang sekarang marak dipergunjingkan orang dan menyerang masyarakat Kita
terutama generasi muda. Narkotika secara etimologi berasal dari kata Yunani
Narkoum, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa.>®

NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat adikif lain ) diartikan
juga sebagai zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan,
pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk kedalam tubuh manusia baik
dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena dan sebagainya.

Berdasarkan pembahasan ini yang lebih dikhususkan adalah narkotika,
dengan demikian pengertian narkotika menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, “Narkotika adalah
zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun
semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,
hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat
menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat”. Jenis narkotika
di bagi atas 3 golongan:

a. Narkotika golongan | : adalah yang hanya digunakan untuk tujuan
pengembangan ilmu pengetahauan dan tidak digunakan dalam terapi
serta mempunyai potensi sangat tinggi megakibatkan ketergantungan.

Contoh : ganja, morphine, putauw adalah heroin tidak murni berupa
bubuk, kokain. opium.

>?http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19888/Chapter%2011.pdf;jsessio
nid=304A25F97E7685976 A4580C588A4D45D?sequence=4, diakses Minggu, 21 Juli 2019, pukul
18:00

53 Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. 2013. Narkoba Psikotropika dan Gangguan
Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum. Yogyakarta: Nuha Medika, hal. 1.
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b. Narkotika golongan Il : adalah yang berkhasiat pengobatan digunakan
sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan
pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi
mengakibatkan ketergantungan. Contoh : petidin dan turunannya,
benzetidin, betametadol, morfina, pentanin.

c. Narkotika golongan Il : adalah yang berkhasiat pengobatan dan banyak
digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan
serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh:
codein dan turunannya metadon, neltrexon dan sebagainya.**

Menurut Graham Blaine dalam buku Hari Sasangka, sebab-sebab
penyalahgunaan narkotika adalah:

a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan
yang berbahaya, dan mempunyai resiko, misalnya ngebut, berkelahi atau
bergaul dengan wanita;

b. Untuk menantang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau
instansi yang berwenang;

¢. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual;

d. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh
pengalaman-pengalaman emosional;

e. Untuk berusaha agar menemukan arti hidup;

f. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan karena kurang
kesibukan;

g. Untuk menghilangkan rasa frustasi dan kegelisahan yang disebabkan
oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu,
terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis;

h. Untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan
kawan-kawan;

I. Karena55didorong rasa ingin tahu (curiosity) dan karena iseng (just for
kicks).

Dampak dari pemakaian narkotika dan obat berbahaya (Narkoba) tersebut
tidak hanya dapat berdampak negatif tetapi juga ada beberapa dampak positif
apabila telah  sesuai dengan anjuran Dokter dalam pengobatan dan ilmu
pengetahuan. Beberapa dampak negatif dari pemakaian Narkotika yaitu:

a. Dampak Negatif
1) Dampak tidak langsung Narkotika yang disalahgunakan:

a. Akan banyak uang yang dibutuhkan untuk peyembuhan dan
perawatan kesehatanpecandu jika tubuhnya rusak digrogoti zat
beracun.

*Ibid., hal. 5-6.
% Hari Sasangka. 2013. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana. Jember:
Mandar Maju, hal. 6.
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b. Dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik-baik. Selain
itu biasanya tukang candu Narkoba akan bersikap anti sosial.

c. Keluarga akan malu besar karena mempunyai anggota keluarga yang
memakai zat terlarang.

d. Kesempatan belajar hilang dan mungkin dapat dikeluarkan dari
sekolah atau perguruan tinggi alias DO/Drop Out.

e. Tidak percaya lagi oleh orang lain karena umumnya pecandu narkoba
akan gemar berbohong dan melakukan tindak kriminal.

f. Dosa akan terus bertambah karena lupa akan kewajiban tuhan serta
menjalani kehidupan yang dilarang oleh ajaran agamanya.

g. Bisa dijebloskan ke dalam tembok derita/penjara yang sangat
menyiksa lahir batin.>®

2) Dampak langsung Narkotika bagi Jasmani/Tubuh Manusia:

a. Gangguan pada system syaraf (Neurologis) seperti: kejang-kejang,
halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.

b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti:
infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.

c. Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi
dan eksim.

d. Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi
pernafasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.

e. Sering sakit kepala, mual-mual, dan muntah, murus-murus, suhu
tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.

f. Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah  gangguan
padaendokrin, seperti: penurunan fungsi horman reproduksi (estrogen,
progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual.

g. Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara
lain perubahan periode menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid).

h. Bagi pengguna Narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakai
jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit
seperti hepatitis B,C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada
obatnya.

i. Penyalahgunaan Narkoba bisa berakibat fatal karena terjadi Over
Dosis yaitu konsumsi Narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk
menerimanya, Over Dosis bisa menyebabkan kematian.”’

3) Dampak langsung Narkotika bagi Kejiwaan/Mental Manusia:

Menyebabkan depresi mental.

Menyebabkan gangguan jiwa berat/psikotik.

Menyebabkan bunuh diri.

Menyebabkan melakukan tindak kejahatan, kekerasan dan
pengrusakan.

e. Dampak psikis:

oo o

% bid., hal. 28-29.
5 1bid., hal. 29-30.
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1. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah.

2. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga.

3. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal.

4. Sulit berkonsentrasi perasaan kesal dan tertekan.

5. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.

4) Dampak sosial:

a. Gangguan mental, anti sosial, susila, dikucilkan oleh Ingkungan.
b. Merepotkan dan menjadi beban keluarga.
c. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.®

5) Dampak positif dari Narkotika:

a. Opioid atau opium digunakan selama berabad-abad sebagai
penghilang rasa sakit dan untuk mencegah batuk dan diare.

b. Kokain daun tanaman Erythroxylon coca biasanya dikunyah-kunyah
untuk mendapatkan stimulan, seperti untuk meningkatkan daya tahan
dan stamina serta mengurangi rasa lelah.

c. Ganja/cimeng orang-orang terdahulu menggunakan tanaman ganja
untuk bahan pembuat kantung karena serat yang dihasilkannya sangat
kuat. Biji ganja juga digunakan sebagai bahan pembuat minyak.>

2. Jenis-jenis Narkoba

Narkoba dibagi dalam 3 jenis yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif

lainnya. Penjelasan mengenai jenis-jenis narkoba adalah sebagai berikut;:®
a. Narkotika

Menurut  Soerdjono  Dirjosisworo  mengatakan  bahwa pengertian
narkotika adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi
yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh
tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan
halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui
dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan
kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-
lain. Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu:**

*Ibid., hal. 30-31.

*Ibid., hal. 42-43.

% https://belajarpsikologi.com/pengertian-narkoba/, diakses Senin, 22 Juli 2019, pukul
15:00 WIB.

*! 1bid.

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA


https://belajarpsikologi.com/pengertian-narkoba/
https://belajarpsikologi.com/pengertian-narkoba/
https://belajarpsikologi.com/pengertian-narkoba/

24

1) Narkotika golongan | adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya
adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan
ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, h3roin, kokain, morfin, dan opium.

2) Narkotika golongan Il adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat,
tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : petidin,
benzetidin, dan betametadol.

3) Narkotika golongan 11l adalah narkotika yang memiliki daya adiktif
ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh :
kodein dan turunannya.

b. Psikotropika

Psikotopika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun
sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan
saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan
perilaku. Psikotropika digolongkan lagi menjadi 4 kelompok adalah:®

1) Psikotropika golongan | adalah dengan daya adiktif yang sangat kuat,
belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti
khasiatnya. Contoh: MDMA, LSD, STP, dan ekstasi.

2) Psikotropika golongan Il adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat
serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : amfetamin,
metamfetamin, dan metakualon.

3) Psikotropika golongan 111 adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang
serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : lumibal,
buprenorsina, dan fleenitrazepam.

4) Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif
ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh
nitrazepam (BK, mogadon, dumolid ) dan diazepam.

c. Zat adiktif lainnya

Zat adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang
dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya, diantaranya adalah, rokok,
kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan
ketagihan. Thiner dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair dan aseton,
cat, bensin yang bila dihirup akan dapat memabukkan.®

%2 1hid.
% bid.
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3. Jenis dan Efek yang ditimbulkan oleh Narkoba

a. Ganja/ Mariyuana/ Kanabis
Tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong dan berbulu

halus, jumlah jarinya selalu ganjil, yaitu 5,7,9. Cara penyalahgunaannya adalah
dengan mengeringkan dan dicampur dengan tembakau rokok atau langsung
dijadikan rokok lalu dibakar dan dihisap. bahan yang digunakan dapat berupa
daun, biji maupun bunga. Dibeberapa daerah Indonesia yaitu di Aceh, Sumatera
Utara, Sumatera Selatan, pulau Jawa dan lain, akibat dari menggunakan adalah
berpariasi tergantung dari jumlah, jenis cannabis serta waktu cannabis dipakai.
Beberapa efek dapat termasuk euforia, santai, keringanan stres dan rasa sakit,
nafsu makan bertambah, perusakan pada kemampuan bergerak, kebingungan,
hilangnya konsentrasi serta motivasi berkurang.®

b. Kokain

Adalah tanaman perdu mirip pohon kopi, buahnya yang matang berwarna
merah seperti biji kopi, kokain merupakan hasil sulinggan dari daun koka yang
memiliki zat yang sangat kuat, yang tumbuh di Amerika Tenggah dan Amerika
Selatan. Sedangkan kokain freebase adalah kokain yang diproses untuk
menghilangkan kemurnian dan campurannya sehingga dapat dihisap dalam bentuk
kepingan kecil sebesar kismis. Salah satu bentuk populer dari kokain adalah crac,
kokain menimbulkan risiko tinggi terhadap pengembangan ketergantungan fisik
dan fisiologis, prilaku yang lazim selama dibawah pengaruh kokain dapat
termasuk hiperaktif, keriangan, dan bertenaga, ketajaman perhatian, percaya diri
dan kegiatan seksual yang meningkat. Pengguna juga dapat berprilaku tidak
berpendirian tetap, merasa tidak terkalahkan dan menjadi agresif dan suka
bertengkar. Kondisi yang dapat mematikan dapat terjadi dari kepekaan yang
tinggi terhadap kokain atau overdosis secara besar-besaran. Beberapa jam setelah
pemakaian terakhir, rasa pergolakan dan depresi dapat terjadi.®®

c. Opium

Adalah bunga dengan bentuk dan warna yang sangat indah, dari getah
bunga opiun dibuat candu (opiat), dahulu di Mesir dan Cina digunakan untuk
pengobatan, menghilangkan rasa sakit tentara yang terluka akibat perang dan
berburu, opium banyak tumbuh didaerah “ segi tiga emas” Burma, Kamboja,
Thailand dan segitiga emas Asia Tengah, Afganistan, Iran dan Pakistan.

%http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19888/Chapter%2011.pdf;jsessio
nid=304A25F97E7685976 A4580C588A4D45D?sequence=4, diakses Senin, 22 Juli 2019, pukul
19:00 WIB.

% Ibid.
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Penggunaan jangka panjang mengakibatkan penurunan dalam kemampuan mental
dan fisik, serta kehilangan nafsu makan dan berat badan.
d. Alkohol

Adalah zat aktif yang terdapat dari berbagai jenis minuman Kkeras.
merupakan zat yang mengandung etanol yang berfungsi memperlambat Kkerja
sistem saraf pusat, memperlambat refleks motorik, menekan pernafasan, denyut
jantung dan mengganggu penalaran dan penilaian. Meskipun demikian apabila
digunakan pada dosis rendah alkohol justru membuat tubuh merasa segar (bersifat
merangsang). Minuman ini terbagi dalam 3 golongan, yaitu:®’

1) Golongan A : yaitu berbagai minuman keras yang mengandung kadar
alkohol antara 1% s/d 5%. Contoh minuman keras adalah: bir,
greensand, dan lain-lain

2) Golongan B : yaitu berbagai jenis minuman keras yang mengandung
kadar alkohol antara 5% s/d 20 %. Contohnya adalah Anggur malaga,
dan lain-lain.

3) Golongan C : yaitu berbagai jenis minuman keras yang mengandung
kadar alkohol antara 29% s/d 50 %. Contoh adalah Brandy, Vodka,
Wine, Drum, Champagne, Wiski, dan lain-lain.

e. Amfetamin

Amfetamin pertama dibuat di Jerman pada akhir abad ke-19 tetapi baru
dipatenkan pada 1930-an. Pada 1940-an amfetamin mulai dipakai sebagai
terapeutik untuk berbagai macam kondisi medis seperti ayan, depresi dan untuk
anak yang hiperkinetik. Merupakan zat perangsang sintetik yang dapat berbentuk
tablet, kapsul serta bentuk lainnya yang digunakan untuk kepentingan medis.
Amfetamin tersedia dalam merk-merk umum dalam bentuk dexamphetamin
(dexedrine) dan pemoline (volisal). Efek amfetamin biasanya hilang setelah 3-6
jam dan pemakai dapat secara tiba-tiba menjadi lelah, suka marah, murung dan
tidak bisa konsentrasi, peningkatan kewaspadaan, peningkatan tenaga dan
kegiatan, mengurangi nafsu makan dan kepercayaan diri. Penggunaan jangka
panjang dapat mengakibatkan malnutrisi, kelelahan, depresi dan psikosis.
Kematian yang diakibatkan penggunaan obat perangsang jarang terjadi tetapi
lebih mungkin jika amfetamin disuntikkan.®

% |bid.
%7 1bid.
% |bid.
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f. Sedatif

Adalah merupakan zat yang dapat mengurangi berfungsinya sistem syaraf
pusat. Dapat menyebabkan koma, bahkan kematian jika melebihi takaran.®®
g. Ekstasi/ Dolphin/ Black Hear/ Gober/ Circle K.

Sering digunakan sebagai alat penghayal tanpa harus berhalusinasi. tablet
ini diproduksi khusus untuk disalahgunakan yaitu untuk mendapatkan rasa
gembira, hilang rasa sedih, tubuh terasa fit dan segar. Dari kasus-kasus yang ada
memperlihatkan bahwa ekstasi dapat memperlemah reaksi daya tahan tubuh, ada
pengaruh terhadap perubahan menstruasi, termasuk ketidak teraturan menstruasi
dan jumlah yang lebih banyak atau amenorhoe (tidak haid). Ekstasi merusak otak
dan memperlemah daya ingat. Ekstasi merusak mekanisme di dalam otak yang
mengatur daya belajar dan berpikir dengan cepat. Terbukti dapat menyebabkan
kerusakan jantung dan hati. Pemakai teratur telah mengakui adanya depresi berat
dan telah ada kasus-kasus gangguan kejiwaan.

h. Shabu-shabu

Merupakan kombinasi baru yang sedang laris, berbentuk bubuk mengkilat
seperti garam dapur, shabu berisi metapetamin yang dicampur dengan berbagai
psikotropika. Pemakai yang kronis akan tampak kurus, mata merah, malas mandi,
emosi labil, dan loyo. Beberapa kasus menunjukkan dampak shabu-shabu yaitu
menyebabkan orang menjadi ganas, serta meningkatkan kepercayaan diri yang
tinggi berbuntut tingkah laku yang brutal.™

I. Kafein

Merupakan zat perangsang yang dapat ditemukan dalam obat generik,
kopi, teh coklat atau makanan bersoda.”
J. Tembakau

Merupakan daun—daunan pohon tembakau yang dikeringkan dan pada
umunya diproduksi dalam bentuk rokok. Nikotin, terdapat ditembakau, adalah
salah satu zat yang paling adiktif yang dikenal. Nikotin adalah perangsang
susunan saraf pusat (SSP) yang mengganggu keseimbangan neuropemancar.
menyebabkan penyempitan pembuluh darah, peningkatan denyut jantung dan
tekanan darah, nafsu makan berkurang, menimbulkan emfisema ringan, sebagian
menghilangkan perasaan cita rasa dan penciuman serta memerihkan paru.

% |bid.
7 |bid.
™ 1bid.
2 1bid.
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Penggunaan tembakau jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan pada paru-
paru, jantung dan pembuluh darah, dan menyebabkan kanker.”

C. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung
keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu
juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga
pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila
pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang
berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan
Tinggi/Mahkamah Agung.”

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya
pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling
penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk
memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar
terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat
menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut
benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya
hubungan hukum antara para pihak. "

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat
tentang hal-hal sebagai berikut:

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak
disangkal.

b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek
menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

c. Adanya semua  bagian  dari  petitum  Penggugat  harus
dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat
menarik  kesimpulan  tentang  terbukti/tidaknya dan  dapat
dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan. "

1. Pertimbangan Normatif

Pertimbangan normatif adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada
fakta-fakta normatif yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang
ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang
dimaksud tersebutantara lain:

 Ibid.

™ Mukti Arto, 2014, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 140.

" 1bid., hal. 141.

" Ibid., hal. 142
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a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang
didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil
pemerikasaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam
pemeriksaan dimuka pengadilan.”” Dakwaan merupakan dasar hukum acara
pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal
143 Ayat (1) KUHAP). Dalam menyusun sebuah surat dakwaan, hal-hal yang
harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya. Dakwaan berisi
identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya
tindak pidana dan memuat Pasal yang dilanggar (Pasal 143 Ayat (2) KUHAP).
Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat
disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair."®

b. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana
atau jenisjenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan
oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti
melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan
tuntutan pidana tersebut di atas.”® Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut
umum disesuaikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum dengan melihat proses
pembuktian dalam persidangan, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan
yang digunakan oleh jaksa penuntut umum. Sebelum sampai pada tuntutannya
didalam requisitoir itu biasanya penuntut umum menjelaskan satu demi satu
tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan
memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang
merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar
sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari
pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur
dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf a. Sepanjang keterangan itu mengenai
suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri,

" Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2010, Hukum Acara Pidana Dalam Teori
Dan Praktek, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 65.

® Rusli Muhammad, 2016, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, hal. 125.

¥ Nikolas Simanjuntak, 2019, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, Jakarta:
Ghalia, hal. 142.
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dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan
hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain
tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam
hukum acara pidana disebut dengan istilah de auditu testimonium.

d. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf e. keterangan terdakwa
digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan
terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui
sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Dalam
praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan
penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum
dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga
merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum,
hakim maupun penasehat hukum.®* Keterangan terdakwa dapat meliputi
keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas
semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang
dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering
dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

e. Barang-barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk
melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.
barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang
pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang
pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan
keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.®® Pengertian
barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan
diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian
diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;

2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak
pidana atau untuk mempersiapkan;

8 Lilik Mulyadi, 2017, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan
Permasalahannya, Bandung: Alumni, hal. 169.

81 Kuffal, 2018, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, Malang: UMM Press, hal.
25.

8 Ansori Sabuan, dkk, 2010, Hukum Acara Pidana, Bandung: Angkasa, hal. 182.
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3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak
pidana;

4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang
dilakukan.
f. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu
dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan
hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti
tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang
dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan yang bersifat normatif hakim dalam menjatuhkan putusan
membuat pertimbangan yang bersifat sosiologis. Pertimbangan normatif saja
tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak dibawah
umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan bersifat sosiologis, psikologis,
kriminologis dan filosofis. Pertimbangan sosiologis oleh hakim dibutuhkan oleh
karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa umur
tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja,
tetapi faktor intern dan ekstern anak yang melatarbelakangi anak dalam
melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif
oleh hakim yang mengadili.®

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang social mengapa
seorang anak melakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk
mengkaji kondisi psikologis terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana
dan setelah menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk
mengkaji sebab-sebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap
serta prilaku anak yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim
diharapkan dapat memberikan putusan yang adil.®*

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah
sebagai berikut:

a. Latar Belakang Terdakwa

8 Andi Hamzah, 2019, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 20.
84 1
Ibid.
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Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang
menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam
melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban
ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari
kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada
masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa
terancam.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa
sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada
terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan,
sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang
dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan
lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang
dimiliki dalam masyarakat.

b. Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar
meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi
ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun
dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.® Pertimbangan hakim
secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara
sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali,
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat.®® Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh
hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

1) Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang
hidup dalam masyarakat.

2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai
yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.

3) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan
korban.

% Rusli Muhammad, 2017, Hukum Acara Pidana kontemporer, Jakarta: Citra Aditya, hal.
212-220.

8 Ppasal 5 ayat (1), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman.
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4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku
atau diterapkan.

5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.®’

% HB. Sutopo, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif, Surakarta: Gramedia Pustaka
Utama, hal. 68
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